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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Tahun 1961 

mengatur secara umum tentang perlindungan Misi Diplomatik baik dalam 

wisma  maupun kediaman duta pada Pasal 22 dan 30. Pada prakteknya 

Negara-negara sudah berusaha menerapkan sebagaimana mestinya bahkan 

ada beberapa hal yang diatur secara spesifik dalam perjanjian bilateral antar 

Negara demi menunjang kelancaran fungsi misi diplomatik. Akan tetapi 

masih dijumpai beberapa kasus, salah satunya masalah kotak paket yang 

diduga berisi bakteri antraks yang memasuki lingkungan dari Kedutaan Besar 

Republik Indonesia di Australia. Hal yang demikian menurut Konvensi Wina 

1961 tidak boleh terjadi karena Negara Penerima harus memberikan 

perlindungan bagi perwakilan dari Negara Pengirim. Dalam hal terjadinya 

pelanggaran atau kelalaian tersebut diatas, maka Negara Penerima harus 

memberikan suatu pertanggung jawaban  sesuai dengan besarnya kerugian 

yang di alami oleh Negara Pengirim. Apabila Negara Penerima ternyata tidak 

bersedia mengakui kelalaiannya dan memberikan ganti kerugian maka 

masalah ini dapat diajukan ke Mahkamah Internasional (Imternational Court 

of Justice) untuk mendapatkan penyelesaian atas pelanggaran tersebut. 
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B. Saran 

Demi menjamin perlindungan Perwakilan diplomatik sebagaimana 

yang diatur dalam Konvensi Wina 1961, penulis menyarankan agar diatur 

lebih jelas mengenai batas maksimal Externa Rationae pada wisma duta dan 

kediaman duta di Negara Penerima. Selain itu perlu ditegaskan pula dalam 

Konvensi Wina 1961 mengenai sanksi bagi Negara yang melakukan 

pelanggaran atau kelalaian serta pelaksanaan dari sanksi tersebut. Negara-

negara yang bersangkutan juga diharapkan  agar benar-benar menanamkan 

arti pentingnya perlindungan bagi para diplomat yang  menjalankan misi 

sucinya, terlebih lagi hal ini ditujukan bagi Negara-negara yang telah 

melakukan pelanggaran dan kelalaian terhadap asas yang diatur dalam 

Konvensi Wina 1961 guna mencegah hal ini tidak terulang kembali. Disisi 

lain bagi diri Pejabat atau Perwakilan Diplomatik, harus lebih mampu 

mengambil langkah- langkah dalam mengamankan diri sendiri, selain 

mengandalkan keamananan yang diberikan oleh Negara Penerima. Semua hal 

ini dilakukan demi menjamin terlaksananya perlindungan Perwakilan 

Diplomatik dan menjaga supaya rasa kepercayaan antara Negara-negara yang 

melakukan hubungan diplomatik yang didasarkan pada Konvensi Wina 1961 

tidak terkikis dan tetap dapat dijaga oleh masing-masing pihak. 
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